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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3)
dan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor
1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan dari Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,
Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);



Menetapkan

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5950);

5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun
2010 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan  Susunan  Perangkat Daerah
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);

7. Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2017 Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 93
Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 93), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9
Perencanaan penghapusan Piutang PBB-P2 meliputi:
a. membentuk tim penghapusan PBB-P2 yang
ditetapkan dengan keputusan Bupati;



b. menginventarisasi objek dan subjek Piutang PBB-P2
berdasarkan pangkalan data (data base);

c. melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data
piutang PBB-P2; dan

d. menyiapkan berita acara hasil pengecekan identifikasi
dan verifikasi.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 10

(1) Penghapusan Piutang PBB-P2 dilakukan terhadap
besaran pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana tertera
dalam:

a. SPPT atau dokumen lain yang dipersamakan;

b. SPPT dan Sanksi administratif berupa
bunga/denda sejak terutangnya PBB-P2
sebagaimana tertera dalam SPPT/dan atau STPD;
dan

c. Sanksi administratif berupa bunga / denda sejak
terutangnya PBB-P2 sebagaimana tertera dalam
SPPT, STPD dan/atau dokumen lain yang
dipersamakan.

(2) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan terhadap SPPT/STPD yang
sudah diterbitkan.

(3) Penghapusan Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan kriteria
sebagai berikut:

a. SPPT/dan atau STPD yang belum/sudah masa
kadaluarsa penagihan sesuai dengan ketentuan
dan perundang-undangan.

b. Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk
melakukan penghapusan Sanksi administratif
berupa bunga/denda, pada peringatan Hari-hari
Besar Nasional dan Daerah atau waktu lain yang
strategis guna meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam memenuhi hak dan
kewajibannya; dan

c. dikenakan terhadap Wajib Pajak yang melakukan
pembayaran pajak terhutang yang telah ditetapkan
pada SPPT/STPD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 18
(1) Daftar rekapitulasi serta Daftar usulan penghapusan
Piutang PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 huruf c dilakukan verifikasi oleh instansi
pengawas fungsional di Daerah paling lambat 1 (satu)
bulan setelah diterimanya daftar usulan penghapusan
Piutang PBB-P2.



(2) Hasil verifikasi oleh instansi pengawas fungsional di
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara hasil verifikasi.

4. Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 19A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A
Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati.
Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 16 Desember 2019
BUPATI SUMEDANG,
ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang pada
tanggal 16 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2019 NOMOR 143
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001






